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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEIINDEKS PERSEPSI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERIBANTUL
Menimbang:   1.   Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu

Peradilan  Umum serta  mendukung  Reformasi  Birokrasi
Pengadilan., perlu dibentuk Tim Indeks Persepsi Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bantul.

2. Bahwa Komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta
mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud
komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti
korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang
bersih dan melayani.

Mengingat:      1.      Bahwa tujuan diadakannya Survei adalah untuk mengukur
Kepuasan  Masyarakat  sebagai  Pengguna  Layanan  serta
meningkatkan kualitas  penyelenggaraan pelayanan terhadap
penggunaan pengadilan;

2.   Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
a.Mendorong partisipasi  pengguna Pengadilan sebagai

pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja
penyelengara pelayanan;

b.Mendorong penyelenggara pelayanan Pengadilan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan;

c.Mendorong Penyelenggara Pelayanan menjadi  lebih
inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan;

Memperhatikan  :  1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

5.Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan
KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
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Ditetapkan di :  Bantul
Padatanggal  :  10Juni2019

KETUA PENGADILAN NEGERIBANTUL

Tahun 2012-2014.
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019.

MEMUTUSKAN

Mengangkat Pejabat yang namanya disebut dalam lampiran
keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi
Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul kelas I B ;
Tim Survei mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam
Keputusan ini;
Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu
kepada Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014, tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelengara Pelayanan

Publik;
Tim Survei segera  menyampaikan laporan secara bertahap
kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
pengolahan dan tahap penyajian hasil survei;
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Survei dapat membentuk Sub
Tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan ;
Keputusan  ini berlaku  sejak tanggal  ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
dilakuan perbaikan sebagaimana mestinya;
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